BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU

Menimbang

Mengingat

“DELTA BERAKSI”
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

bahwa dalam rangka penyempurnaan substansi Peraturan
Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Sistem Layanan Rujukan Terpadu “Delta Beraksi”, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu “Delta
Beraksi”;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/ Kota Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 496);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang

Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun
2013 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan
Perusahaan Di Wilayah Kabupaten Sidoarjo (Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013
Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016-2021;

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 43 Tahun 2017
Tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan
Terpadu “ Delta Beraksi” (Berita Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 43).



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN
TERPADU “DELTA BERAKSI”.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam, Peraturan Bupati Sidoarjo
Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem
Layanan Rujukan Terpadu “Delta Beraksi” (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 43), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 8
Ruang lingkup penyelenggaraan SLRT Delta Beraksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 difokuskan pada
program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh
Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 13
(1) Pembiayaan penyelenggaraan SLRT “Delta Beraksi”
untuk tingkat Kabupaten dapat bersumber dari:
a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/
atau
c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak
mengikat, antara lain : sumbangan masyarakat.
(2) Pembiayaan penyelenggaraan SLRT “Delta Beraksi”
untuk tingkat Desa dapat bersumber dari:
a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak
mengikat, antara lain : sumbangan masyarakat.
(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan.

3. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan satu BAB dan satu
Pasal, yaitu BAB VIA dan Pasal 13A, yang berbunyi sebagai
berikut:

BAB VIA
PELAKSANAAN SLRT “DELTA BERAKSI”

Pasal 13A
Penyelenggaraan SLRT “Delta Beraksi” Kabupaten Sidoarjo
mulai tingkat kabupaten sampai desa/kelurahan
berpedoman pada petunjuk pelaksanaan sebagaimana



tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI SIDOARJO,
ttd

SAIFUL ILAH
Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 40

NOREG PERBUP : 40 TAHUN 2018



